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TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT BATANG KAPAS

Surat Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang
Kapas Nomor : 140/13/WN-KTND/11-2020 tanggal 27 Februar 2020
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari (entang AP
Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas
nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratumn

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana (elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prorilas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Nagani

11.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permuyawaratan Nagari;

13.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi llasil Pajak Daerah
dan Restribusi Daerah setiap Nagari vang bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020 ;

14.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Nagari setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun
Anggaran 2020 ;

15.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagan vang

bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 ;
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR © 140 /014/Kpts/ CMT-BTKP /11-2020
TANGGAL - 28 FEBRUARI 2020
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO

NAN DUO IV KOTO HILIE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

2020

‘ A. UMUM
| 1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hile

Kecamatan Batang Kapas tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
: a. Pendapatan Nagari sebesar Rp. 1.726.450.600,00 dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-

2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.726.450.600,00

b. Belanja Nagari sebesar Rp. 1.915. 108.608.38 dengan rincian :

; 1.) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 599.612.421,43
2.) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 849.990.097,17
3.) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 56.705.089,78
4.) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 407.301.000,00
5.) Bidang Kebencanaan Rp. 1.500.000,00
c. Pembiayaan Nagari
1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 228.658.008.38
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 40.000.000,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan
kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah
ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan
Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati

Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun 2019
agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang memndukung
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas
Penggunaan Dana Nagari sesuai amanal Peraturan Menteri Desa, Pembangumnan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 11 Tahun 2019.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya.

e : I —

Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




